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BUPATI OGAN ILIR 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATJ OGAN JLIR 
NOMOR 1,,,'2, TAHUN 2023 

TENTANG 

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAJK 
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN 

KABUPATEN OGAN ILIR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATJ OGAN ILIR, 

a. bahwa prinsip tata ke1o1a perusahaan yang baik 
merupakan kaidah atau pedoman yang diperlukan 
dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah 
Kabupaten Ogan Ilir yang sehat dan akuntabe1; 

b.  bahwa untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milli< 
Daerah di Kabupaten Ogan llir diperlukan kebijakan 
penerapan prinsip tata keloJa perusahaan yang baik 
sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang­
undangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Daerah 
Kabupaten Ogan llir; 

I. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten 
Ogan llir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347); 

4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik l

i
nesia Nomor 47561/ 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten1:m?g 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kall diubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangnn antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Kabupaten (Lembnran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 6173); 

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota 
Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota 
Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 
tentang Rencana Bisnis, Rcncana Kerja dan Anggaran, 
Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 155); 

10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan 
Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Dacrah Nomor 1 
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Illr 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan llir Tahun 2021 
Nomor 1); 

11. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang 
Susunan Organisasi, Uraian Togas dan Fungsi 
Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah 
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 51); 

MEMUTUSKAN ! 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA 
PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA MILIK 
DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN OGAN IL
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan llir. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan 

llir. 
3. Bupati adalah Bupati Ogan llir. 
4. Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang 

Baik} yang selanjutnya disebut GCG adalah sistem 
pengelolaan yang mengarahkan dan rnengendalikan 
perusahaan agar rnenghasilkan kemanfaatan ekonomi yang 
berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar 
pernangku kepentingan. 

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
besar rnodalnya dimiliki oleh daerah. 

6. Perusahaan Urnum Daerah adalah BUMD yang seluruh 
rnodalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas 
saham. 

7. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk 
perseroan terbatas yang rnodalnya terbagi dalam saham 
yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu 
persen) saharnnya dirniliki oleh satu Daerah. 

8. Organ Perseroan Daerah adalah Rapat Urnum Pemegang 
Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi. 

9. Rapat Urnum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat 
RUPS adalah Organ Perusahaan Perseroan Daerah yang 
memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan 
Daerah dan memegang segala wewenang dan tidak 
diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. 

10. Kuasa Pemilik Modal yang rnewakili Pemerintah Kabupaten 
dalam Kepernilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada 
Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat KPM 
adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang 
kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Urnum Daerah dan 
memegang segala kewenangan yang tidak cliserahkan kepada 
Direksi atau Dewan Pengawas. 

11. Pemangku Kepentingan (stakeholders} adalah pihak-pihak 
yang berkepentingan dengan BUMD karena mernpunyai 
hubungan hukurn dengan BUMD. 

12. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain yang 
selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan 
dari Rencana Bisnis BUMD. 

Pasal 2 

(1) BUMD wajib rnenerapkan GCG secara konsisten dan 
berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati 
ini dengan tetap rnemperhatikan ketentuan dan norma yang 
berlaku serta anggaran dasar BUMD. 

(2) Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Direksi secara bertahap menyusun pedoman GCG 
yang diantaranya dapat berupa pedoman tata kelola 
perusahaan (code of corporate governance), pedoman perilaku 
(code of conduct), pedoman tata kerja clireksi dan dew
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pengawas/komisarls (board manual), pedoman sistem 
pengawasan intern, pcdoman sistem pengendalian intern, 
Standard Operating Procedure (SOP), pedoman manajemen 
rlsiko, mekanismc pelaporan atas dugaan penyimpangan 
pada BUMD yang bersangkutan, dan tata kelola teknologi 
informasi. 

Pasal 3 

Prlnsip-prlnsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, 
meliputi: 
a. transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam 

melaksanakan proses pengambilan keputusan dan 
keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan 
relevan mengenai BUMD; 

b. akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, 
pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sebingga 
pengelolaan BUMD terlaksana secara efektif; 

c. pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di 
dalam pengelolaan BUMD terhadap peraturan perundang­
undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; 

d. kemandirian (independence), yaitu keadaan di mana BUMD 
dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan 
pengaruh/tekanan dari pinak mana pun yang tidak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip 
korporasi yang sehat; dan 

e. kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam 
memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) 
yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 4 

Penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMD, bertujuan untuk: 
a. mencapai tttjuan BUMD; 
b. mengoptimakan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya 

saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional; 
c. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, 

dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan 
kemandirian organ BUMD; 

d. mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan 
dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi 
dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 
serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap 
pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di 
sekitar BUMD; 

e. meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian 
nasional; dan 

f. meningkatkan ik1im usaha yang kondusif bagi 
perkembangan investasi nasional. 

BAB II 

ORGAN DAN PEGAWAI BUMD 

Pasal 5 

(1) Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ SUMO. 
(2) Organ BUMD sebagaimana dimaksud ayat 
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Perusahaan Umum Daerah terdiri atas: 
a. KPM; 
b. Dewan Pengawas; dan 
c. Direksi. 

(3) Organ BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) pada 
Perusahann Perseronn Daerah terdiri atas: 
a. RUPS; 
b. Komisaris; dan 
c. Direksi 

Pasal6 

Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) 
Kabupaten dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat 
ketiga berdasarkan garls lurus ke alas, ke bawah, atau ke 
samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. 

BAB III 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BUMD 

Bagian Kesatu 
Pembinaan BUMD 

Paragraf 1 
Pembinaan BUMD oleh Menteri 

Pasal 7 

(1) Menteri melakukan pembinaan BUMD. 
(2) Menteri dalam melaksanakan tugas pembinaan BUMD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan 

BUMD; 
b. penyiapan perumusan fasilitasi pelaksanaan kebijakan 

di bidang pengelolaan BUMD; 
c. penyiapan perumusan pelaksanaan pembinaan umum di 

bidang pengelolaan BUMD; 
d. penyiapan perumusan penyusunan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria di bidang pengeloaan BUMD; 
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di 

bidang pengelolaan BUMD; dan 
f. penyiapan perumusan pelaksanaan bimbingan telmis 

dan supervisi di bidang pengelolaan BUMD. 

Paragraf 2 
Pembinaan BUMD oleh Kementerian/Lembaga 

Pasal 8 

(1) Menteri telmis atau pimpinan lembaga pemerintahan 
nonkementerian melakukan pembinaan teknis terhadap 
SUMO dengan menetapkan kebijakan teknis SUMO. 

(2) Dalam ranglra menetapkan kebijakan teknis BUMD 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ), menteri teknis atau 
pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian 
berkoordinasi dengan mente
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Pamgraf3 
Pcmbinaan BUMD olch Pcmcrintah Kabupatcn 

Pasal 9 

(1) Pcmcrintah Kabupatcn melakukan pcmbinaan tcrhadap 
pcngurusan BUMD. 

(2) Pcmbinaan scbagaimana dimaksud pada ayat 11) 
dilaksanakan olch: 
a. Sckrctaris Dacrah; 
b. Pejabat pada Pcmcrintah Kabupaten yang melakukan 

fungsi pembinaan teknis BUMD; dan 
c. Pcjabat Pcmerintah Kabupaten yang melaksanakan 

fungsi pengawasan alas permintaan Sekretaris Daerah. 

Pasal 10 

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) 
huruf a, melalcsanakan pembinaan terhadap pengurusan BUMD 
pada kcbijalcan yang bersifat strategis. 

Pasal 11 

(1) Pejabat pada Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 9 ayat (2) huruf c yang melakukan fungsi 
pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan: 
a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan; 
b. pembinaan kepengurusan; 
c. pembinaan pendayagunaan aset; 
d. pembinaan pengembangan bisnis; 
e. monitoring dan evaluasi; 
f. administrasi pembinaan; dan 
g. tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah. 

(2) Penetapan Pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang 
melalrukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan dengan 
Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah 
yang menangani BUMD. 

Bagian Kedua 
Pengawasan BUMD 

Pasal 12 

(1) Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegalckan 
Tata Kelola Perusahaan yang baik. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh 
pengawasan internal dan pengawasan eksternal. 

(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) 
dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, 
dan/atau komite lainnya. 

(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) 
dilakukan oleh: 
a. Pemerintah Kabupaten; 
b. Menteri untuk pengawasan umum; dan 
c. Menteri teknis atau pimpinan Jembaga pemerintah 

nonkementerian untuk pengawasan tekn
/ 
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(5) Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana 
dimaksud pada ayat huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada 
Pemerintah Kabupatcn yang melaksanakan fungsi 
pengawasan 

Pasal 13 

(1) Dalam mengusulkan sesuatu hal untuk diputuskan oleh 
Bupati selaku KPM, Direksi dan/atau Dewan Pcngawas 
wajib menyampaikan penjelasan secara lengkap kepada 
Bupati melalui Pembina BUMD. 

(2) Dalam rangka pengambilan keputusan, Bupati selaku KPM 
berhak merninta penjelasan dari Direksi dan/atau Dewan 
Pengawas mengenai informasi yang berkaitan dengan hal 
yang akan diputuskan. 

(3) Setiap keputusan Bupati selaku KPM, atas suatu usulan 
Direksi dan/atau Dewan Pengawas, dilakukan secara 
tertulis. 

BABIV 
KPM/PEMEGANG SAHAM 

Pasal 14 

(I) KPM mewakili Pemerintah Kabupaten dalam kepernilikan 
Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada: 
a. Perusahaan Umum Daerah, berkedudukan sebagai 

pernilik modal; dan 
b. Perusahaan Perseroan Daerah, berkedudukan sebagai 

pemegang saham. 
(2) Hak KPM/pemegang saham yang harus dilindungi, antara 

lain adalah: 
a. mengarnbil keputusan tertinggi pada Perusahaan Umum 

Daerah, khusus bagi KPM selaku pernilik modal 
Perusahaan Umum Daerah; 

b. menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, 
khusus bagi pemegang saham Perseroan Daerah, dengan 
ketentuan satu saham memberi hak kepada 
pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; 

c. memperoleh informasi material mengenai BUMD, secara 
tepat waktu, terukur, dan teratur, 

d. menerirna pembagian dari keuntungan BUMD yang 
diperuntukkan bagi pernilik modal/pemegang saham 
dalam bentuk setoran pembagian laba, dividen, dan sisa 
kekayaan basil likuidasi, sebanding dengan jurnlah 
modal/saham yang dirnilikinya; dan 

e. hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) KPM selaku pemilik modal pada Perusahaan Umum Daerah 
atau pemegang saham pada Perusahaan Perseroan Daerah 
mempunyai kewenangan mengarnbil keputusan. 

(4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat 
daerah. 

(5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) antara Iain: 
a. perubahan anggaran dasar, 
b. pengalihan aset tetap
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c. Jcerja sama 
d. investasi dan pcmbiayaan, tcnnasuk pembentukan anak 

pcrusahaan dan/atau penycrtaan modal; 
e. penyertaan modal Pcmerintah Kabupaten bersumber 

dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi 
asct, dan agio saham; 

f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pcngawas, 
Komisaris, dan Direksi; 

g. penghasilan Dewan Pcngawas, Komisaris, dan Direksi; 
h. penetapan besaran penggunaan laba; 
i. pengesahan laporan tahunan; 
j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, 

dan pembubaran BUMD; dan 
k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh 

persen) dari jumlah kekayaaan bersih BUMD dalam 1 
(satu) transaksi atau lebih. 

(6) Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar 
Pemegang Saham, adalah pemegang sabam yang memiliki 
hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(7) Hak Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a dan huruf d, berlaku sepanjang tidak diatur lain 
dalam undang-undang yang mengatur perseroan terbatas. 

Pasal 15 

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Umum 
Daerah apabila dapat membuktikan: 
a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung 

maupun tidak langsung; 
b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau 
c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung 

menggunakan menggunakan kekayaan Perusahaan Umum 
Daerah secara melawan hukum. 

Pasal 16 

(1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam 
pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah. 

(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. rapat tahunan; 
b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perusahaan 

Umum Daerah; dan 
c. rapat luar biasa. 

BAB VI 
RUPS 

Pasal 17 

(1) KPM rnewakili Kabupaten selaku pemegang saham 
perusahaan Perseroan Daerah di dalam RUPS. 

(2) KPM dapat memberikan kuasa berupa hale substitusi kepada 
pejabat Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 14 ayat (

/ 

I 

� Dipindai dengan CamScanner 



SALIN
AN

I 
/" 

/. ' 
I ' 

' 

// 
? '  

0 

0 

9 

Pasal 18 

KPM tidak bertanggung jnwab atas kerugian perusahaan 
perseroan Daerah apabila dnpat rnernbuktikan: 
a. tidak mempunyai lcepentingan pribadi baik langsung 

rnaupun tidak Iangsung; 
b. tidak terlibat dalarn perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan oleh perusahaan perseroan Daerah; dan/atau 
c. tidak terlibat baik secara langsung rnaupun tidak Iangsung 

rnenggunakan kekayaan perusahaan perseroan daerah 
secara rnelawan hukurn. 

Bagian Kesatu 
Mekanisme RUPS 

Pasal 19 

(1) Setiap pernegang saham berhak rnernperoleh penjelasan 
Iengkap dan inforrnasi akurat berkenaan dengan 
penyelenggaraan RUPS, di antaranya; 
a. panggilan untuk RUPS yang rnencakup inforrnasi 

rnengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, 
terrnasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk 
diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila 
inforrnasi tersebut belurn tersedia saat dilakukannya 
panggilan untuk RUPS, rnaka inforrnasi dan/atau usul­
usul itu harus disecliakan di kantor Perseroan Daerah 
sebelurn RUPS cliselenggarakan; 

b. metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, 
fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota 
Kornisaris dan Direksi, serta rincian rnengenai 
gaji/honorariurn, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang 
diterirna oleh anggota Kornisaris dan Direksi yang 
sedang rnenjabat, khusus dalam RUPS mengenai 
Laporan Tahunan; 

c. inforrnasi rnengenai rincian rencana kerja dan anggaran 
perusahaan dan hal-hal Iain yang direncanakan untuk 
dilaksanakan oleh Perseroan Daerah, khusus untuk 
RUPS Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran 
BUMD; 

d. inforrnasi keuangan rnaupun hal-hal Iainnya yang 
rnenyangkut Perseroan Daerah yang dirnuat dalam 
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan; dan 

e. penjelasan Iengkap dan inforrnasi yang akurat rnengenai 
hal-hal yang berkaitan dengan agenda RUPS yang 
diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS 
berlangsung. 

(2) RUPS dalarn rnata acara Iain-lain berhak rnengambil 
keputusan sepanjang sernua Pemegang Saham hadir 
dan/atau diwakili dalam RUPS dan rnenyetujui tambahan 
rnata acara RUPS. 

(3) Keputusan atas rnata acara tarnbahan sebagairnana 
dirnaksud pada ayat (2), harus disetujui dengan suara bulat. 

(4) Setiap penyelenggaraan RUPS wajih dibuatkan risalah RUPS 
yang paling sedikit rnernuat waktu, agenda, peserta, 
pendapat-pendapat yang berkernbang dalam RUPS, dan 
keputusan RUPS. 

(5) Risalah RUPS seb
i

mana dirnaksud pada ayat (4) waj/ 
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ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) 
Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. 

(6) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak 
disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan 
akta Notaris. 

(7) Setiap pemcgang saham bcrhnk untuk mempcrolch salinan 
risalah RUPS. 

Pasal 20 

(1) Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, 
dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara 
menyetajui secara tertulis dengan menandatangani 
keputusan yang dimaksud. 

(2) Keputusan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama 
dengan keputusan RUPS secara fisik. 

Bagian Kedua 
Bentuk Keputusan KPM/Pemegang Saham 

Pasal 21 

(1) Keputusan Bupati selaku KPM dapat dilakukan dalam 
bentuk surat keputusan atau surat biasa, yang keduanya 
mempunyai kekuatan mengikat sebagai Keputusan 
RUPS/KPM. 

(2) Surat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disampaikan dalam rangka memberikan keputusan atas 
usulan yang disampaikan oleh Direksi dan/atau Dewan 
Pengawas / Komisaris. 

Bagian Ketiga 
Perlakuan Setara Kepada Pemegang Saham 

Pasa122 

Pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang 
sama harus diperlakukan setara (equal tr-eatment). 

Bagian Keempat 
Akuntabilitas KPM/Pemegang Saham 

Pasal 23 

KPM/Pemegang Saham melaksanakan GCG sesuai dengan 
wewenang dan tanggungjawabnya. 

BAB Vll 
DEWAN PENGAWAS/KOMISARlS 

Bagian Kesatu 
Fungsi 

Pasal 24 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas/Komisaris 
lmrns =tubi 7= _ """""""'"=/ 

(ii Dipindai dengan CamScanner 
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rlnn/nlnu Hll!lllllmn dnnnr. 
(2) Dcwnn Pcngnwnn/ l<ornl1111ri11 bcrt.onggung jawab dan 

berwennng rnr.lnlculmn pcngawn1111n atas kebijakan 
pcn11unmnn, jnlnnnyn pr.ngurusnn pndn umumnya, baik 
mr.ngr.nnl BUMD mnupun urmhnnyn dnn mcmbcrikan 
mmihnt lmpndn Dimlrnl. 

(3) Ptmgnwnmm dnn pcmbcrinn nnsibnt scbagaimana dimaksud 
pntln uyat (2), dilnlculmn untuk kcpentingan BUMD dan 
Bcstml dcngnn mnksud dun tujuan BUMD, dan tidak 
dimnlrnudlmn untuk kcpcntingan pihak atau golongan 
tcrlcntu. 

(•I) Dcwun Pcngnwas/Komisaris mcmbuat pcmbagian tugas 
ynng dlntur olch merclm scndiri. 

(5) Dcwnn Pcngnwns/J{omisaris wajib menyusun rencana kerja 
dnn anggnrnn tahunan yang merupakan bagian yang tak 
terpisnhlmn dnri RKA BUMD. 

(6) Dewnn Pengawas/Komisaris wajib menyampaikan Japoran 
tcntang tugns pengawasan yang telah dilakukan selama 
tnhun buku yang baru lampau kepada KPM/RUPS. 

(7) Dewnn Pengawas/Komisaris hams memantau dan 
mcmastikan bahwa GCG telah ditempkan secam efektif dan 
berkelanjutnn. 

(8) Dewan Pengawas/Komisaris hams memastikan bahwa 
dnlnm LapQran Tahunan BUMD telah memuat informasi 
mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan 
Dewan Pengawas/Komisatis di perusahaan lain, termasuk 
rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat 
internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta 
honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang cliterima 
dari BUMD yang bersangkutan. 

(9) Dewan Pengawas/Komisaris wajib melaporkan kepada 
BUMD mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau 
kelunrganya pada BUMD yang bersanglrutan dan 
perusahaan Iain, termasuk setiap perubahannya. 

( 10) Man tan anggota Direksi BUMD dapat menjadi anggota 
Dewan Pengawas/Komisaris pada BUMD yang bersanglrutan, 
setelah tidak menjabat sebagai anggota Direksi BUMD yang 
bcrsangkutan paling sedikit l (satu} tahun. 

Bagian Kedua 
Komposisi 

Pasal 25 

(JJ l{omposisi Dewan Pengawas/Komisaris, mengikuti 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dewan Pengawas/l{omisatis merupakan majelis dan setiap 
anggota Dewan Pengawas/I{omisaris tidak dapat bertindnk 
sendiri-senditi, melainkan berdasarkan keputusan Dewan 
Pengawas/Komisatis. 

(3) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisatis dapat 
terdiri dnri unsur independen dnn unsur lainnya sesuai 
clcngnn ketentuan pcraturan perundang-undangan. 

(4) Anggotn Dewan Pengawas/Komisaris Independcn 
scbagaimana climalcsud pada ayat (3) adalah anggota Dewan 
Pengawas/Komisaris yang tidak memiliki hubungan 
keuangnn, kcpengurusan, kepemilikan saham dan/atau 
hubungan keluarga dengan anggota Dew/ 

I 

� Dipindai dengan CamScanner 
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Pcngmvns/1,omisnrls Jnlnnyn, nnggoln Dircksi clnn/atnu 
pcmcgnng snhnm pcngcnduli nlnu huhungnn clcngnn BUMD 
ynng bcrsnngkulnn, ynng dnpnt mcmcngaruhi 
kemnmpuannyn untuk bcrtindnk indcpcndcn. 

(5) Komposisi clan kritcrin anggotn Dcwnn Pcngawns/Komisaris 
lnclcpcndcn bagi BUMD tcrtentu, mcngikuti rcgulnsi di 
bidang usnha BUMD ynng bcrsangkutan dan/atau rcgulasi 
di bidnng pnsar modal. 

Bnginn Kctiga 
Rnpat Dewan Pcngawas/lComisaris 

Pasal 26 

(I) Rapat Dewan Pengawas/Komisaris harus diadakan sccara 
berkala, paling scdikit sekali dalam sctiap triwulan, clan 
dalam rapat tersebut Dewan Pengawas/Komisaris dapat 
mengundang Dircksi. 

(2) Dewan Pengawas/Komisaris harus menetapkan tata tertib 
Rapat Dewan Pengawas/Komisaris. 

(3) Setiap Rapat Dewan Pcngawas/Komisaris harus dibuatkan 
risalah rapat yang memuat pendapat-pendapat yang 
berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung 
maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda 
{dissenting opinion), keputusan/kesimpulan rapat, serta 
alasan ketidakhadimn anggota Dewan Pengawas/Komisaris, 
apabila ada. 

(4) Setiap anggota Dewan Pengawas/Komisaris berhak 
menerima salinan risalah Rapat Dewan Pengawas/Komisaris, 
baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam 
Rapat Dewan Pengawas/Komisaris tersebut. 

(5) Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Pengawas/Komisaris 
harus disimpan oleh BUMD yang bersangkutan clan harus 
terscdia bila diminta oleh setiap anggota Dewan 
Pengawas/Komisaris clan Direksi. 

(6) Jumlah rapat Dewan Pengawas/Komisaris clan jumlah 
kehadiran masing-masing anggota Dewan 
Pengawas/Komisaris harus dimuat dalam Laporan Tahunan 
BUMD. 

Bagian Keempat 
Penilaian Dewan Pengawas/Komisaris 

Pasal 27 

(I) KPM/RUPS wajib menetapkan Inclikator Pencapaian Kinerja 
(Key Perfannance Indicators) Dewan Pengawas/Komisaris 
berdasarkan usulan dari Dewan Pengawas/Komisaris yang 
bersangkutan. 

(2) Indikator Pencapaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan clan 
pemberian nasihat oleh Dewan Pengawas/Komisaris sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau 
anggaran dasar. 

(3) DewanPengawas/Komisaris wajib menyampaikan Iaporan 
triwulanan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian 
Kinerja kepada KPM

;
ra Pemegang Saham me!al

/ 

� Dipindai dengan CamScanner 
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Pembina BUMD. 

Bogion Kclimn 
lnformosi untuk Dewan Pcngowos/Komisoris 

Pasol 28 

Dircksi wajib memastikan agar informasi mengenai BUMD dapat 
dipcroleh Dewan Pcngawas/Komisaris sccara tcpat waktu, 
tcrukur dan lengkap. 

Bagian Keenam 
Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi 

Pasal 29 

Anggota Dewan Pengawas/Komisaris dilarang melakukan 
tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (ccnflict of 
interest) dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan 
keputusan dan/ atau pelaksanaan kegiatan BUMD yang 
bersangkutan, selain penghasilan yang sah. 

Bagi.an Ketujuh 
Organ Pendukung Dewan Pengawas/Komisaris 

Pasal 30 

(1 )  Organ pendukung Dewan Pengawas/Komisaris, terdiri dari: 
a. sekretariat Dewan Pengawas/Komisaris, jika diperlukan; 

dan 
b. Komite Audit dan atau Komite Lainnya, jika diperlukan. 

(2) Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b beranggotakan unsur independen 
dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas dan atau 
anggota Komisaris. 

(3) Komite Audit dan atau Komite Lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam pelaksanaan 
tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas 
intern. 

BAB VIII 
DIREKSI 

Bagi.an Kesatu 
Togas dan Tanggung Jawab Direksi 

PasaJ 31  

( 1 )  Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik 
untuk kepentingan BUMD dan sesuai dengan maksud dan 
tujuan BUMD, serta memastikan agar BUMD melaksanakan 
tanggung jawab sosialnya serta mempcrhatikan kepentingan 
dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi 
sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan 

a1 Oipindai dengan CamScanner 
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pemantauan GCG di BUMD yang bcr11angkutan. 
(3) Dircksi harus mcnyampaikan informasi mcngcnai idcntitas, 

pckcrjaan-pekcrjaan utamanya, jabatan Komisaris di anak 
pcrusahaan/pcrusahaan palungan dan/atau pcrusahaan 
lain, termasuk rapat-rapatyang dilakukan dalam satu tahun 
buku (rapat internal maupun rapat gahun1,'lm dcngan Dewan 
Pengawas/Komisaris), scrta gaji, fasilita11, dan/atau 
tunjangan lain yang diterima dari BUMD yang bermmgkutan 
dan anak perusahaan/pcrusahaan patungan BUMD yang 
bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan 
BUMD. 

(4) Direksi wajib melaporkan kepada BUMD mengenai 
kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami 
dan anak-anaknya) pada BUMD yang bcrsangkutan dan 
perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya. 

Bagian Kedua 
Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD 

(RKA BUMD) 

Pasal 32 

(1) Direksi wajib rnenylapkan Rencana Bisnis ataupun Corporate 
Plan yang merupakan rencana strategis yang memuat 
sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka 
waktu 5 (lima) tahun. 

(2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat 
a. evaluasi pelaksanaan rencana bisnis sebelumnya; 
b. kondisi BUMD saat ini; 
c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana 

bisnis; dan 
d. penetapan visi, rnisi, sasaran, strategi, kebijakan, dan 

program kerja. 
(3) Dewan Pengawas/Kornisaris rnengkaji dan mernberikan 

pendapat rnengenai Rencana Bisnis yang disiapkan Direksi 
sebelum clitandatangani bersama 

Pasal 33 

(1) Direksi wajib rnenyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran 
BUMD (RKA BUMD) sebagai penjabaran tahunan dari 
Rencana Bisnis. 

(2) RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit rnernuat: 
a. visi, rnisi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan 

perusahaan dan program kerja/kegiatan; 
b. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran 

program kerja/kegiatan; 
c. proyeksi keuangan perusahaan dan anak 

perusahaannya; dan 
d. hal-hal lain yang rnemerlukan keputusan RUPS /KPM. 

(3) Dewan Pengawas/Komisaris rnengkaji dan mernberikan 
pendapat mengcnai RKA BUM

/
ang disiapkan Direksi 

sebelum ditandatangani bersama. 

� Dipindai dengan CamScanner 
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Bnglnn Kcllgn 
Pcnyclcnggnrann Dnftnr-Dnftnr clan Dolmmcn olch Dlrckai 

Pnnnl 3'1 

{l) Untuk mcmcnuhi ayamt almnlabllitno, kctcrbukaan, dan 
tcrtib aclmlnialmai, Dlrcksi wajib: 
n. mcmbunt Dnftnr Pcmcgnng Snham, Daftar Khusua, 

Risnlah RUPS clan Risalah Rnpat Direksi; 
b. mcmbuat Lnpomn Talmnnn clan Dokumcn Kcuangan 

Pcrusahnan; 
c. mcmcliham scluruh claftar, risalah, clan Dokumcn 

I<cuangan pcrusahann clan clokumcn Jainnya; clan 
d. mcnyimpan di tcmpat kcduclukan pcrusahaan, scluruh 

daftar, risalah, dokumen kcuangan pcrusahaan, clan 
dokumen lainnya. 

(2) Atas permohonan tertulis dari Pemegang Saham, Direksi 
memberi izin kepada Pemegang Saham untuk memeriksa 
Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS clan 
Laporan Tahunan serta mendapatkan salinan Risalah RUPS 
clan salinan Laporan Tahunan. 

Bagian Keempat 
Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi 

Pasal 35 

Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang 
mempunyai benturan kepentingan, clan mengambil keuntungan 
pribadi, bat"k secara langsung maupun tidak langsung dari 
pengambilan keputusan clan kegiatan BUMD yang bersangkutan 
selain penghasilan yang sah. 

Bagian Kelima 
Rapat Direksi 

Pasal 36 

(1) Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, paling sedikit 
sekali dalam setiap bulan, clan dalam mpat tersebut Direksi 
dapat mengundang Dewan Pengawas/Komisaris. 

(2) Direksi harus menetapkan tata tertib Rapat Direksi. 
(3) Risalah Rapat Direksi harus dibuat untuk setiap Rapat 

Direksi yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan clan 
diputuskan clalam Rapat, tetnpi tidal< terbatas pada 
pendapat-pendapat yang berkembang dalam mpat, baik 
pendapat yang mendukung maupun yang tidal< mendukung 
atau pendapat berbeda (dissenting opinion), serta alasan 
ketidakhadimn anggota Direksi, apabila ada. 

(4) Sctiap anggota Direksi berhak menerima snlinan risalah 
Rapat Direksi, baik yang bersangk.itan hndir maupun tidak 
hadir dalnm Rapat Direksi tersebut. 

(5) Risalah asli dari setinp Rapat Direksi harus disimpan oleh 
BUMD yang bersangkutan. 

(6) Laporan Tahunan BUMD harus memuat jumlah rapat 
Direksi clan jumlnh kehadimn masing-masing anggota 
Direksi

/ 

I 
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Bagian Keenam 
Manajemen Risiko (Risk Management) 

Pasal 37 

(I) Direksi, dalam sctiap pcngambilan keputusan/tindakan, 
harus mempertimbangkan rislko usaha. 

(2) Direksi wajib membangun dan melaksanakan program 
manajemen risilco korporasi sccara terpadu yang merupakan 
bagian dari pelaksanaan program GCG. 

(3) Pelaksanaan program manajemen risiko scbagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan, dengan: 
a. membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah 

Direksi; atau 
b. memberi tugas kepada unit kerja yang ada dan relevan 

untuk menjalankan fungsi manajemen risiko. 
(4) Direksi wajib menyampaikan laporan prom manajemen 

risiko dan penanganannya bersamaan dengan Japoran 
berkala perusahaan. 

Bagian Ketujuh 
Sistem Pengendalian Intern 

Pasal 38 

(1) Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern 
yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset 
perusahaan. 

(2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), antara Jain mencakup hal-hal scbagai berikut: 
a. lingkungan pengendalian intern dalam perusahaan yang 

dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang 
terdiri dari: 
1. integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan; 
2. filosofi, budaya organisasi, dan gaya manajemen; 
3. cam yang ditempuh manajemen dalam 

melaksanakan kewenangan clan tanggungjawabnya; 
4. pengorganisasian dan pengembangan sumber daya 

manusia; dan 

5. perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi. 
b. pengelolaan risiko usaha, yaitu suatu proses untuk 

mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan 
risiko yang relevan; 

c. aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang 
dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap 
kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam 
struktur organisasi perusahaan, antara Iain mengenai 
kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, ' penilaian 
atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan 
terhadap aset perusahaan; 

d. sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses 
penyajian laporan mengenai kegiatan operasional 
finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhada� 
ketentuan peraturan perundang-undangan oleh BUMD· 
dan 

e. monitoring pengendalian intern, yaitu proses penilaian 
terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk 
fungsi internal 

7
t pada setiap tingkat dan unit d

/ 
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struktur organisasi BUMD, sehingga dapat dilaksanakan 
secara optimal. 

Pasal 39 

Direksi menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme 
pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang 
bersangkutan {Whistle Blowing System). 

Bagian l{edelapan 
Pengawasan Intern 

Pasal 40 

(1) Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern. 
(2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan, dengan: 
a. membentuk Satuan Pengawasan Intern sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan 
b. membuat Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit 

Charter). 
(3) Dalam ha! Direksi membentuk Satuan Pengawasan Intern 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, satuan 
tersebut dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme 
internal perusahaan dengan persetujuan Dewan 
Pengawas/Komisaris. 

(4) Fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah: 
a. evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian 

intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola 
perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang­
undangan dan kebijakan perusahaan; dan 

b. pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas 
di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, 
teknologi informasi, dan kegiatan lainnya. 

(SJ Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi 
pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
secara periodik kepada Dewan Pengawas/Komisaris. 

(6) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi 
pengawasan intern di perusahaan. 

Bagian Kesembilan 
Fungsi Sekretaris Perusahaan 

Pasal 41 

(1) Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan, jika 
diperlukan. 

(2) Penyelenggaraan fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan 
mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan, atau 
memberikan tugas kepada Unit kerja yang ada dan relevan 
untuk menjalankan fungsi sekretaris perusahaan. 

(3) Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utam; 
berdasarkan mekanisme internal ;�Jsahaan dengan 
persetujuan Dewan Pengawas/Komisari

/ 

f 
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(4) Fungsi kr tari 

ayat (I),
s
!dJah: 

8 perusahaan sebagaimana dimaksud pada 
a. memastikan bahwa BUMO mematuhi peraturan tentang P�:ira�n . keterbukaan sejalan dengan penerapan pnns1p-pnns1p GCG; 
b. memberikan infonnasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta· c. sebagai penghubung (liaison officef); dan ' 
d. menatausahakan serta menyimpan dokumen 

perusahaan, tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang 
Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat 
Dewan Pengawas/Komisaris dan RUPS. 

(5) Direksi menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris 
perusahaan. 

Bagian Kesepuluh 
Tata Kelola Teknologi Informasi 

Pasal 42 

(1) Direksi dapat menetapkan tata kelola teknologi infonnasi 
yang efektif. 

(2) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan • tata 
kelola teknologi informasi secara periodik kepada Dewan 
Pengawas/Komisaris. 

(3) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata 
kelola teknologi informasi di perusahaan. 

BAB IX 
AUDITOR EKSTERNAL 

Pasal 43 

(1) Laporan Keuangan Tahunan BUMD diaudit oleh auditor 
ekstemal yang ditunjuk oleh KPM/RUPS dari calon-calon 
yang diajukan oleh Dewan Pengawas/Komisaris. 

(2) Dewan Pengawas/Komisaris melakukan proses penunjukan 
calon auditor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa 
masing-masing BUMD, dan apabila diperlukan dapat 
meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya. 

(3) Dewan Pengawas/Komisaris wajib menyampaikan kepada 
KPM/RUPS mengenai alasan pencalonan tersebut dan 
besamya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk 
auditor ekstemal tersebut. 

(4) Auditor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
harus bebas dari pengaruh Dewan Pengawas/Komisaris, 
Direksi dan pihak yang berkepentingan di BUMD 
{stakelwlders). 

(5) BUMD harus menyediakan semua catatan akuntansi dan 
data penunjang yang diperlukan oleh auditor eksternal 
sehingga memungkinkan auditor ekstemal memberikan 
pendapatnya tentang kewajaran, ketaatasasan, dan 
kesesuaian Japoran keuangan BUMD dengan standar 
akuntansi keuangan
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BAB X 

PENGELOLAAN INFORMASI 

Pasal 44 

Dewan Pengawas/Komisaris dan Direksi harus memastikan 
bahwa auditor eksternal, auditor internal, serta Komite Audit 
dan komite Iainnya jika ada, memiliki akses terhadap catatan 
akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai BUMD, 
sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. 

Pasal 45 

(1) Kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang­
undangan, anggaran dasar dan/atau peraturan perusahaan, 
auditor eksternal, auditor internal, dan Komite Audit serta 
komite Iainnyajika ada, harus merahasiakan informasi yang 
diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya. 

(2) Dewan Pengawas/Komisaris dan Direksi bertanggung jawab 
kepada perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi 
perusahaan. 

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan/atau ketentuan perusahaan merupakan informasi 
rahasia yang berkenaan dengan perusahaan, harus 
dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan/atau ketentuan perusahaan. 

Pasal 46 

BUMD wajib menaati keterbukaan informasi dengan 
mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan 
Laporan Keuangan BUMD, sesuai dengan peraturan perundang­
undangan secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif. 

BAB XI 

KESELAMATAN, KESEMPATAN, KESETARAAN KERJA, 
DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN 

Pasal 47 

Direksi wajib memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta 
fasilitas BUMD Iainnya, memenuhi peraturan perundang­
undangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja 
serta pelestarian Iingkungan. 

Pasal 48 

(1) Direksi harus mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, 
memberikan pelaullan, menetapkan jenjang karier, serta 
menentukan persyaratan kerja Iainnya, tanpa 
memperhatikan latar belakang etnik, agama, jenis kelamin, 
usia, ca.cat tubuh yang dipunyai seseorang, atau keadaan 
khusus lainnya yang cb1indungi oleh peraturan perundang­

undangan. 
(2) Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari 

segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul 
sebagai akibat perbed

/ 
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bcluknng kcbudnynnn scscornng. 

BAB XII 
HUBUNOAN DENGAN PEMANOICU l<EPENTJNOAN 

{STAJ<El-101,DERSJ 

Pnsnl 49 

�UMD hnrus mcnghonnnll lmk Pcmnngku l{epenllngan ynng 
timbul bcrdnsnrlmn pcmlumn pcrundangan-umlany,an 
dnn/ntnu pcrjnnjian ynng dibunt oleh BUMD dcngan kmyawan, 
pelanggan, pcmasok, clan Jcrcditur scrtn mnsyarnknt aekitar 
tempnt usahn BUMD, dnn Pcmnnglm ICcpcntingnn lninnya. 

Pasnl 50 

Direksi hams terlebih dahulu mcndnpat pcrnctujuan dnri RUPS 
untuk melalcukan perjanjian dcngan knrynwnn yang bcrkaitan 
dengan pcnghasilan kmyawan yang tidalc diwajibkan olch atau 
melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB Xlll 
ETIJ{A BERUSAHA, ANTI KORUPSJ DAN DONASI 

Pasal 51 

(1) Dewan Pengawas/Komisaris, Direksi, dan knryawan BUMD 
dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima 
gratiftlcasi, baik langsung maupun tidalc Jangsung, kepada 
atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk 
memengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah 
dilakukannya dan tindalcan lainnya, sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Tidalc tennasuk dalam pengertian gratifikasi sebagaimana 
dimalcsud pada ayat (I), adalah pemberian insentif kepada 
knryawan atau pihalc Jain yang telah ditetapkan perusahaan 
dalmn ranglca kepentingan perusahaan. 

(3) BUMD wajib membuat suatu pedoman tentang perilalcu 
etika (code of conduct), yang pada dasarnya memuat nilai­
nilai ettlca berusaha. 

Pasal 52 

(1) Direksi wajib menandatangani Falcta Jntegritas untuk 
tindalcan transaksional yang memerlukan persetujuan 
Dewan Pengawas/Komisarls, dan/atau KPM/RUPS. 

(2) Anggota Direksi, Anggotn Dewan Pengawas/Komisaris dan 
pejabnt tertentu BUMD yang ditunjuk oleh Direksi, wajib 
menyampaikan Japoran harta kekayaan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pesa! 53 

BUMD dalmn batas kepatutan, hanya dnpat memberikan donasi 
untuk amal atnu tujuan sosial sesuai dengan peraturan 
perundang-undang
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ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing 
BUMD, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan 
Direksi dalam proses penunjukannya. 

(4) Apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian dapat 
dilakukan dengan menggunakan jasa Jnstansi Pemerintah 
yang berkompeten di bidang GCG, yang penunjukannya 
dilakukan oleh Direksi melalui penunjukan Jangsung. 

(5) Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh 
BUMD yang bersanglrutan (self assessment}, yang 
pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta 
bantuan (asistensi) oleh penilai independen atai: 
menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten d1 
bidang GCG. 

(6) Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan 
menggunakan indikator/parameter yang ditetapkan oleh 
Pembina BUMD pada Provinsi/Kabupaten/Kota. . 

(7) Sebelum melaksanakan penilaian, penilai sebagarmani: 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), menandatangam 
perjanjian kesepakatan kerja dengan Direksi BUMD yang 
bersanglrutan yang paling sedikit memu�t hak dan 
kewajiban masing-masing pihak, termasuk Jangka waktu 
dan biaya pelaksanaan. 

(8) Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilap?rkan kepada 
KPM/RUPS bersamaan dengan penyampaian Laporan 
Tahunan. 

BAB XVI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 56 

(1) Pemberlakuan Peraturan Bupati ini terhadap Perusahaan 
Perseroan Daerah yang tidak semua sabamnya dimiliki oleh 
Pemerintah Kabupaten dilrukuhkan dalam RUPS Persero 
yang bersanglrutan. 

(2) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dapat pula 
diberlakukan terhadap perseroan terbatas yang sebagian 
sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten atau anak 
perusahaan BUMD, sepanjang hal tersebut disetujui oleh 
RUPS. 

(3) Anak perusabaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya 
dimihld oleh BUMD dan/atau perseroan terbatas yang 
dikendalikan oleh BUMD. 

(4) Bagi BUMD yang sabamnya telah dimiliki oleh masyarakat 
dan/atau telah melakukan penawaran umum sahara (go 
public), maka segala ketentuan dalam Peraturan Bupati ini 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 

(5) Bagi �U�� yang bergerak pada sektor tertentu, Peraturan 
Bupati 1m berlalru sepanjang tidak diatur Jain dalam 
peraturan di selctor terseb
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BAB XV/1 KE TEN TUAN PEN U TU P 

Pn sal 57 

Pc ra t u ra n  B u  t· . . p n 
I 

m1 m u ln i bc rln ku padu tnnggnl diundnngkan. 

Agar s c t
i np o ra ng m cngclnhuin ya, mcmc rintnhkan 

pengu ndang nn Pc r atu rn n Bupnti ini dcngnn pcnempatn nnya da la m Be ti ta Da e rah J{a b
up ntcn Ognn Jli r. 

Diu ndangkan d i  l ndralay a 
p a d a tanggal , '2- ,uej 2023 
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